
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 50 Tahun 2017

TENTANG
PEMBUDAYAAN INKLUSIF KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang : a.

(

b.

c.

2.

3.

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI TANGGAMUS,

Mengingat : 1.

? Surat Direktur Pendidikan
M2/BP/90^ t

Khusus Nomor 0505/°62/BP/2017, tanggal 9 maret 2017 tentang BantuanPembudayaan Pendidikan Inklusif dan kabupatenTanKarmis ditunjuk sebagai penerima bantuanpembudayaan inklusif Tahun Anggaran 2017;

ÏhT agaf bantuan Pembudayaan inklusif dapat
at™

Sana dengan?aik dipandang perlu adanya suftuinWiSf^ tentang Pemb^dayaan
inklusif di Kabupaten Tanggamus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanfnHusifK hBUpatl TanBgamu= tentang Pembudayaaninklusif Kabupeten Tanggamus.

iXJsVCS D— Negara Republik

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan
Negara R^n^wT. 3ingka‘ " Tan8Samus (LembaranS% tadonesia Tahun 1997 Nomor 2Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Negara Republik Indonesif

RennMiW J °J 9’ Tambaha" Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3670); 8

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negaraïndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahanmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851b



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentane
Tahun 20802n (Le.̂ aran NeSa™ Republik IndonesiëRenuhlik°T2aN OT J09’ Tambahan Lembaran Negara
h Pn u a

Ind°nesia Nomor 4235) sebagaimana telahlubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
09 Sahf^^ Indinesia Tahun 2014 Nomor

Nomor“ “ RepUblik '"donesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 73 TamhoU r
PUDilk

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);^ Umbaran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentane Gum20^5 Nomor^T" h egara,RePublik Indon«ia TahunMonesiaTomor 45^1 RepUbHk

^Peraturan2
NTra Republik Indonesla^No^or^8?5234^ Negara Republik Indonesia Nomo^

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntahan Daerah, (Lembaran Negara RepubHkNe^^Re^bTk ^a4 N°m°r 2441 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Tahun 2015 “n^h dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 J rT Negara RePublik IndonesiaRenühHk? 4 N°m°r, 58' Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 8

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Republik
Tambahan TRepubhk *ndonesia Tahun 2016 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

N°mor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikNeglra^Relubfk N°m°r 41’ Tambahan Lembarantelah diubah h h T'r N°mOr 3485) Sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturanpemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang PeXhanedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangnX rT^^ Pendidikan (Lembaran
tSRepubbk Indonesia Tahun 2010 Nomor 34,Umbaran Ne8ara Republik Indonesia Nomo^5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemenntah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran N™»™



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3.
4.

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemenntah Daerah dan Dewan Perwakiia^RakyatS?menurut asas otonom. dan tugas pembantuan dengan

?a dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
DaSar «

Bupati adalah Bupati Tanggamus
Wakil Bunati aHaiQk o

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PEMBUDAYAAN INKLUSIF KABUPATEN TANGGAMUS.^^

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

PreSinen RepUbIik lndonesiH 87 Tahun

In“gTaUhunan2g0Ü «k

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 TahunTahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Ak^Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;

dan/atau Ba^^tTa; Memihkl Potensi Ke<*rdasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

201i6^^ƒ Kabupaten ^nggamus Nomor 8 Tahun
Daerah

Pembentukan dan Susunan PerangkatKabimlt K*bupaten Tanggamus (Lembaran DafrahKabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142);

Tahun
Kabupaten Tanggamus Nomor 11Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus§Tahun 2016Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

tXT™^^ Tanggamus Nomor 09
Penyelanggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);



5.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6.
7.

“an ^^“dan^perS
-n^bd^^^
penyelenggaraan pendidikan enunjang

m ^dakd^^^^b30 ^118 yang ^‘anjutnya disingkatABK, adalah peserta did.k memjlJiki
perkembangan dan pertumbuhan berbedT denaïnyang^b^ d“ PertUmbuhan anak pada umumnya

ë^SSSSS?sSah T Pendidik“ Kabupaten T^XT'
SaU an P a “'“^‘"ya disingkat SLB atau

s«« n s“ m.

Peserta didik pada ““umnya.

U.«XS3SS5SWS**
orang yang bertugas untuk membantu pemerintah d^daerrh/tD^;PelakSanaan ”klusif di suatu



18.

19.

20.

(1).

kebutuhan
c. mewujudkan

yang
dan

^u^abV^
31 v pendidikan yangmenghargai keanekaragaman dan tidak diskrim/atgbagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.

UntUk memPeroleh Pendidikanoerkualitas sesuai dengan
kemampuannya; dan

«Xst~
selanjutnya disingkat GPKadalah guru yang bertugas mendampingi di sekotahdZ^ST Pendidikan inklusif dan memibki kom^eSdidik berkeb«tub®n khusus.Sarana Pnbadi adalah sarana khusus yang diperlukandalam menunjang proses pembelajaran sesuai

P
denganketunaannya seperti kursi roda, huruf braile peralatanS8’dan termasuk kebutuhan pribadi sepertipakaian ganti, obat-obatan, dan sejenisnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah yang mengaturtentang pembudayaan inklusif yang meliputi .
g

a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;b. pengelolaan Pendidikan Inklusif;c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan-
d. Peserta Didik;
e. sarana dan prasarana pendidikan;f. peran serta masyarakat dan orang tua;g. pembinaan dan pengawasan; danh. pendanaan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

oedoman^^ Peraturan Bupati ini adalah sebagaipedoman bagi Satuan Pendidikan tentang bantuan?alam Penyelenggara Inklusif, dan pihak-p hak terkait dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENYELENGGARA PEMBUDAYAAN INKLUSIF

Pasal 4

Penyelenggara Inklusif adalah Satuan Pendidikan nadaSmh kah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama didengan KePUtUSan BUpat' atas

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Sahian Pendidikan yang dibentuk oleh PemZintahmaupun oleh masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan Pembudayaan Inklusif diDaerahmaka dapat dibentuk Pokja PendidikanInklusif yang bertugas membantu Pemerintah Daerahdalam mengendahkan pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
(Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat memintasX n kepada, lembaga diluar PusatP Sumbersltn^nP^a1.?^8140 Pada ayat (1) sesuai usulan KepalaP,^^ Q enJdlka2 P'^'^Sg^a Pendidikan Inklusif.X (2) Pada ayat da"
a. membantu GPK dalam hal proses belajar mengajar-
e’ dalam Kurikulum khósus-c. menyediakan layanan informasi dan konsultasi-d. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen’bagi
adk; °

e. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangandalam memngkatkan layanan Pendidikan Inklusif; danf. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu danmedia pembelajaran kekhususan bagi Pendidik dannoK.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 7



(2)

(3)

Ivat8 seba8aima™ dimaksud pada
termasuk llv-anan kb”143 yanan Pendidikan Inklusif

US menJadi SatU denga"
Layman pendidikan terintegrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) mehputi Pendidik dan Tenaga KependidikanSiS Pendidikan' da" p~

Pasal 8

(1)

(2)

yang dibutu^kan oleh ABK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 avat (2) adaiah t_Jayanan sesuai dengan kebutuhannya
pem“uhan

““k“^1BK scba8a™ana dimaksud padaayat (1) mehputi Ruang Sumber, Kurikulum, dan SaranaPnbadi sesuai ketunaannya. parana

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 9

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendidik terdiri dark
a. guru kelas;
b. guru mata pelajaran; danc. GPK.
hu^fdhkhSebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a danharus memenuhi kualifikasi berpendidikan denganlatar belakang Pendidikan Luar Biasa atau Xu “lmyang telah lulus mengikutipendidikan dan pelatihan Pendidikan Khusus

g
Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cPe^T^k^^ P*n^
selama3 (dgaj mhum ““ SLB PaHn8 sedikd
Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas
dan bertanggungjawab:
a. melakukan modifikasi Kurikulum;b. merencanakan program kekhususan;c. melaksanakan proses belajar mengajar;d. melaksanakan evaluasi pembelajarane. melakukan proses identifikasi , assesmen, danmenyusun program pembelajaran I ndividual; dan. membuat laporan program perkembangan ABK.

Pasal 10

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal
dari:



(2)

(1)

(2)

Pasal 12

dalam Pasal 11

BAB VII
PESERTA DIDIK

Pasal 13

terapis, tenaga
dengan sebutan

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksudberasal dan Sekolah reguler atau pihak lain yang dituniuk oleh

nend.'dï yang memenuhi kualifikasi
dimakSUd dalam Pasal 9 aïat (2)

(1’ Fnld.Vdr Pendidikan penyeienggara PendidikanInklusif wajib menenma ABK.

BAGIAN KEDUA
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Pendidikan Inklusifdibutuhkan dukungan profesional dari TenaeaKependidikan. ienaga

aBtunanetramana dimaksud pada ayat U) meliputi:
b. tunarungu;
c. tunawicara;
d. tunagrahita;
e. tunadaksa;
f. tunalaras;
g. berkesulitan belajar;
h. lamban belajar;
i. autis;
j. memiliki gangguan motorik;
k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obatterlarang dan zat adiktif lainnya;1. tunaganda;
m.cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dann. anakyang memerlukan perlindungan khusus ataukelainan lainnya.

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mehputi pengelola Satuan Pendidikan, pengawas/peniHkp™L;>"ga
psüX -kST' SUnl tenaga ad-ninistraJi,keberXn^ J? S°SlaI Pendidikan, teranis. tena™kebersihan dan keamanan, serta tenaga
lain. °



(3)

(4)

(5)

dengan

1.

2.

3.

4.

mudah
Didiktunanetra/tunadaksa;

penyediaan toilet duduk

oleh Peserta

.. , J
y^g rendah dan bisatu^adaksa- dengan mudah oleh Peserta Didik

kebutuhan ABK^* berlakU diSeSUaika"

f. Aksesibilitas khusus, seperti:

Sek°‘ah yang nyaman <kontras bagi£rhXX 'embUt bagi 8anggUan

penyediaan meja dan kursi khusus bagi Peserta DidikturiciciciXScij

Pendldlkan Penyelenggara Pendidikan Inklusifmempnontaskan untuk menerima ABK sebagaimanaimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal berdekatandengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tuaanak yang bersangkutan. 8

se^u^n/i^0^ penyeleng§ara Pendidikan InklusifJtl ^8’kurangnya menampung/mengalokasikan palingsedikit 1 (satu) ABK dalam 1 (satu) rombongan belajar;
8

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 14
Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pada
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib
disediakan:
a. Ruang belajar khusus atau Ruang Sumber;
b. Fasihtas layanan informasi dan konsultasi;
c. Fasilitas layanan identifikasi dan asesmen;
d. Alat bantu, media pembelajaran dan penggunaannya;

arsitektur bangunan Sekolah yang aman dandijangkau / dilewati

g. Lingkungan pendidikan yang ramah ABK.



(1)

(2)

h

d

(3)

(4)

(5)

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

bantuan berupa dana;
bantuan berupa sarana prasarana-tantuan berupa Pendidik dan/atau TenagaKependidikan; dan

pemikiran« saran dan masukanuntuk pemngkatan mutu layanan.

fva^ m P\ak/ang «bagaimana dimaksud pada
m».

(1) dlantaranya adalah komite sekolah, tokohZ 7 yaya®an' dewan pendidikan, perguruantmgg>, lembaga rehabilitasi, klinik terapi, rumah sXdun,a usaha dan lembaga terkait lainnya tokpemenntah swasta, maupun perorangan seX foSmpemerhati Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

Pendidikan den§an ketentuan:a Satuan Pendidikan yang didirikan oleh PemerintahPemenntah Daerah dan masyarakat wajibmelaporkan pengelolaannya kepada Dinas; dan
PemeXtAh Pendidikan Vanê didirikan olehemenntah dan/atau masyarakat yang beradadibawah naungan Kementerian Agama wajibKemfX^ a

pengelolaannya kepada KantorKementerian Agama.

Serta seba8ataana dimaksud padaayat dilakuka secara tertib, transparan dan dapatdipertanggungjawabkan P

menyatukan pemahaman dan sikap serta memperkuatkomitmen terhadap pelaksanaan pendidikan ABK.P
pBaTayaPt(“laX" d“

Bagian Kedua
PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 16



(2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa: J

a menyediakan fasilitas belajar untuk ABK;h mengantar, mendampingi dan menjemput ABK;
C menciptakan situasi belajar yang kondusif baik diSekolah maupun di rumah;(3) Dalam rangka mengoptimalkan peran serta orang tuadapat dibentuk paguyuban orang tua ABK atau sebutari

(1)

(2)

(1)

(2)

BABX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

van Penyelen8garaan PendidikanInklusif dilaksanakan oleh:

a. Kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan SekolahDasar, Sekolah Menengah Pertama Negen dan Swasta;
b' lcmbaga

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sertamanajemen Sekolah inklusif.

Pasal 18

Inkhi^FX Penyelenggaraaa Pendidikanklusif dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Pokja.

da? ev®luasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaporkan kepada Bupat-i secara berkalasetiap semester dengan tembusan Inspektorat

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber

h

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiLampung;

c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d sumber dana lain yang sah dan riHnb



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulaidiundangkan. berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Peraturan Bupati ini dengandalam Benta Daerah Kabupaten Tanggamus.
memerintahkan
penempatannya

SAM SUL HADI

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 08 Desember 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Diundangkan di Tanggamus pada tanggal U December 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 445
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